GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR . TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESICGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2021-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWEST SELATAN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk di

Mengingat : 1.

Daerah, perlu dilakukan penataan laju pertumbuhan
penduduk melalu: sistem perencanaan kependudukan

berupa Grand Design Pembangzunan Kependudukan;

. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden

Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudulkan, bahwa penyelenggaraan
Grand  Design  Pembangunan  Kependudukan  perlu
dilaksanakan Pemerinteh Daerah bersama Pemerintah
Pusat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam
satu kesatuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran

masyarakar:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurut a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 1 Tzhun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1974 Nomor 1,



6.

Tambahan lLembaran Negara Republlc Indonesia Nomor 3019)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998  tentang
Kesejahteraan Lanjur Usiz (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 3/96);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara RNepublik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Normor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245. Tambahan Lembzran Negara Nepublik Indonesia Nomor
63573);

Undang-Undang Ncmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik [ndonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4634);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun
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Ik

12,

13

2006 Nemor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administras: Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noraor 5475);

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tathun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
182 Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor
6397);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Flidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang  Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 2011 tentang Pembentukan

Pereturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2011 Nomor §2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubzhan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundanrg-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomaor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801});

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2011 Nomor &3. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235/,

Uncang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lermmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangzn Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58371);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6775),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahterazn Sosial (Lembaran Negara
Republik [ndornesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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319. Tambahan Lembaran Negara Mepublik Indonesia Nomor
5614):

Peraturan Pemermtah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administras: Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambeahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presidenn Nomor 133 Tahun 2014 tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perzruran Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927),

Peraturan Menteri Permberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor & Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahur 2013 Nomor 184):

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Frovinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243) sebagzimana rtelah diubah dengan Peraturan
Daerah  Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tzaun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawes: Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawes: Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023



(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 301 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provins: Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah TDizerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015-2023 (Lermbaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Proving Sulawesi Selatan Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBLERNUR TENTANG GRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021-2045.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1
2.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah adzalah Gubernur Sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah Frovinsi yang memimpin Pelaksanaan urusan

pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom,

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatarn.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyvza: Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah vang selanjutnya disingkar Bappelithangda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Sulawesi Selatan.

Perangkat Daerah vang selanjuinya disingkat PD adalah Unsur
pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.

Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat

GDPK adalah arahan kebijakan yvang dituangken dalam program lima
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11,

12,

13.

14,

15.

16.

tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan
target pembangunan kependudukan.

Kependudukan adalah nal ihwal yang berkaiten dengan jumlah, ciri
utama, pertumbuhan, persebarann, mobilitas, penyebaran, kualitas,
kondisi, kesejahteraan vang menvangkut politik, ekonomi, sosial, budaya,
agama serta lingkungan pendudulk rersebut.

Pembangunan kependudukzn adalah upava mewujudkan sinergi,
sinkronisasi. dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan
kualitas, pembangunan keluargz, penatz:n persebaran dan pengarahan
mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan
antara jumlah penduduk vang lahir, maw. dan pindah tempat tinggal.
Kualitas penduduk adalal kondisi penduduk <dzlam aspek fisik dan non
fistk vang meliput derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
produktivitas, tingkat sosizl. kerahanan. «emandirian, kecerdasan,
sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai
manusia yang berbudaya, berkepribadian. bekebangsaan dan hidup
lavak.

Keluarga adalah unit terkecil dalam penduduk yang terdiri dari suami,
istri dan anaknya atau ayzh dan anaknya atau ibu dan anaknya.
Pembangunan keluarga adalah upaya mewu;uczan keluarga berkualitas
vang hidup dalam lingkungan vang sehat

Ketahanan dan kesejahterazr keluarga adalan kondisi keluarga yang
memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-
materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya
untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan
kebahagiaan lahir dan batin.

Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga vang mencakup aspek
pendidikan. kesehatan elkonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga
dan mental spiritual serta nilai-nila; agama yvang merupakan dasar untuk
mencapai keluarga sejahtera

Keluarga seiahtera adalah keluarga yvang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan
material yang layak, bertaqwa kepacda Tuharn Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang serasi, selaras. dan seembang antar anggota dan antara

keluarga dengan penduduk dan lingkungan
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18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala
bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan
kependudukan dengan dava dukung alam dan cdaya tampung lingkungan
serta memenuhi kebutuhan generas: sekarang tanpa harus mengurangi
kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang
kehidupan bangsa.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil. pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendavagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resimi yang diterbitkan oleh
instansi pelaksana yang mempunyail kekuatan nukum sebagai alat bukti
autentik vang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Data kependudukan adaleh dara persecrangarn dan atau data agregat
yang struktur sebagai hasil dar kegiatar pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Mobilitas penduduk adalah gerzk Keruangan penduduk dengan melewati
batas administras: daerah

Persebaran penduduk adalah  kondisi  sebaran  penduduk secara
keruangan.

Penyebaran penduduk adalah upayva mengubah sebaran penduduk agar
serasi, selaras cdan seimbang cengan daya dulkung dan daya tampung
lingkungan.

Pendaftaran penduduk adalah pericatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan peristiwa kependudukan dar perdataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitar dokumen kependudukan
berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiva penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
Peristiwa kependudukan adalalhh kejadian vang dialami penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan kartu keluarga karru tanda penduduk dan/atau Surat
Kependudukan lainnya meliputi pindah dztang, perubahan alamat, serta

status tinggal terbatas menjadi tinzgal tetap.
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34.

35.
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37-

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak. perubzhan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.

Nomor induk kependudukan azdalah nomor identitas penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal dan melekst pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Sisten Informasi Administras: Kependudikan, selanjutnya disingkat SIAK
adalah sistem informasi vang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai
satu kesatuan.

Data adalah fakta vang ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau
direkam ke dalam hentuk mediz Fertilitas diartikan sebagai kemampuan
seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam jangka
waktu satu generasi atau selama masa subur.

Kematian atau mortalitas adalah satu dari tiga komponen demografi yang
berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk.

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh
seorang wanita sampai dengan terakhir masa reproduksinya.

Rasio Jenis Kelamin adalan  suatu  angs=a yang menunjukkan
perbandingan jenis kelamin antara banvaknya penduduk laki-laki dan
penduduk perempuan di suatu daerah pada wektu tertentu.
Perkembangan kependudukan zdzlah sezala kegatan yang berhubungan
dengan perubahan keadaan penduduk vang roeliputi kuantitas, kualitas
dan mobilitas vang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan
linglkungan hidup.

Mobilitas penduduk adalah gerak penduci ik dari daerah asal ke daerah
tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari
vang sama.

Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalal> perpindahan penduduk
dengan tujuan untuk menetap dar suatu tempat ke tempat lain melewati
batas administratif (migrant mtermai) atau batas politik/negara (migrant
internasional),

Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan penduduk
dengan tujuan untuk tidak menetap dari suztu tempat ke tempat lain

melewati batas admiristratif,
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49,

Migrasi seumur hidup adalah bentuk migras. di mana pada waktu
diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal
kelahirannya.

Migrasi risen adalah bentuk migrasi melewati batas administrasi
(Kabupaten /Provinsi) di mana pada waktu diadakan sensus bertempat
tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang
lalu.

Penduduk usia kerja angkatan kera adalah penduduk yang berusia 15
(lima belas) tahun ke atas.

Tingkat partisipasi engkatan kerja adalah rasio jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kera vang bekerja dan mencari
pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sekolah atau
mengurus rumah tarngga atau lainnva.

Tingkat pengangguran terbuka adalah rasio jumlah pengangguran
terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Lahir hidup adalah suatu kelzhiran bayi tenpa memperhitungkan
lamanya di dalam kandungan. di mana si bay: menunjukkan tanda-tanda
kehidupan pada saat dilahirkan.

Lahir mati adaleh kelahiran seorang beyi cari kandungan yang berumur
paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minzgu t2apa menunjukkan tanda-
tanda kehidupan pada sast chlahirkan.

Angka Kematian Bayi vang selamjutnya disebur AKB adalah banyaknya
kematian bayi usia kurang dari satu tahun (0-11 (nol sampai sebelas)
bulan pada suatu periode per 1.000 (seribu) kelahiran hidup pada
pertengahan periode vang sama.

Angka Kematian [bu vang selanjutnya disebutc AKI adalah banyaknya
kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 (empat puluh dua) hari
sejak terminasi kehamilan per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup,
tanpa memandang lama dan tempat kelatiran vang disebabkan karena
kehamilannya atau pengeloleannya,

Angka Partisipas: Sekolah yang selamutnvz disebut APS, adalah proporsi
penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah vaitu 7-12 (tujuh
sampai dua belas) tahun, 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun, 16-
18 (enam belas sampa: delapan belas) tahun can 19-24 (sembilan belas

sampai dua puluh empart) tahun.
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50. Angka Partisipas: Murni yang selanjutnya disel>ut APM, adalah persentase
jumlah peserta didik Sexolah Dasar peda usia 7-12 (tujuh sampai dua
belas) tahun, jumlah peserta didik Sekolzn Lanjutan Tingkat Pertama usia
13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun. jumleh peserta didik Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas)
tahun dan jumlah peserta didik Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan
Tinggi Swasta usia 19-24 (sembilan belas sampai dua puluh empat)
tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing
jenjang pendidikan.

51. Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah persentase jumlah peserta didik
Sekolah Dasar, jumlah peserza didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, jumlah peserta didik
Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggl Swasta dibagi dengan jumlah
penduduk kelompok usia masing-masirg jernang pendidikan Sekolah
Dasar usia 7-12 (tujuh sampai dua belas) tahun, Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama usia 13-15 (tiga belas sampzi lma belas) tahun, Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas usia 16-18 (enam belzs sampai delapan belas)
tahun., Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta usia 19-24

(sembilan belas sampa: dua puluh empat) z2hun.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnva Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan
pedoman terhadap arah pembangunan kespsndudukan agar terarah,
efektif, efisien. terukur, dan mermbawa manfaat terhadap peningkatan
kesejahteraan masvarakar.

(2) Tujuan ditetapkan peraturan Gubernur ini adalah :

a. untuk memberikan informasi kependudukan yvang berkualitas terkait
peningkatan pengendalian jumlah  penduduk, derajat kesehatan
penduduk. tingkat pendidikan penduduok, dan kesejahteraan

penduduk: dan

b. untuk memberikan akses dan pemerarazn pembangunan gender yang
berkeadilan dan berkesetaraan serta pemsr-ataan pemenuhan hak

analk.
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Pasal 3

(1) GDPK Daerah ditetapkan antuk periode 25 (duz puluh lima) tahun.

(2) GDPK Daerah Tahun 2021-2045 merupakan ecuan dasar berbagai
pihak baik Pemerintah Daerah maupun masvarakat dalam melaksanakan

pembangunan khususnva pernbangunan kependudukan.

BAG I
SISTEMATIKA

“asal 4

(1) GDPK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2045 ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

a. BAB | PENDAHULUAN;

b. BAB Il KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN;

c. BAB llI KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT |INL;

d BAB IV KONDISI 5 (LIMA) PILAR KEPENDUDUKAN YANG
DIINGINIKAN;

e BABYV TUJUAN., SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
FEMBANGUNAN KEFPENDUDURKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2021-2045; dan

f. BAB VI PENUTUP,

(2) GDPK (Grand Design Pembangunan Keperndudukan) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran vang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraruran Gubernur in:

BAB II1
PELAKSANAAN GDPK
Pasal 5

(1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara
terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai

dengan Ketentuan FPeraturar Perundang-undangan dengan
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mengikutsertakan peran masyarakat.

(2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim  koordinasi GDPK sebagai

wadah koordinasi yang bersifat nonswruktural

BAB IV
TENTUAN PENUTUP

S

3¢

Pzsal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintzahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatanriya dalam Zerita Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan.

[ntecapkan di Malaassar
pada ranggal . lcbUber 2022

CUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DIRMAN SULATMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 J Zittovzr 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN,
A
/|
f
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ABDUL HAYAT
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